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KEBANYAKAN DI SEMPADAN SUNGAI

Pelanggaran Tata Ruang Cenderung Naik

YOGYA (KR) - Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di
DIY masih ada dan jumlahnya cenderung meningkat. Dari data
audit pemanfaatan tata ruang di tiga daerah yaitu Kabupaten
Sleman, Bantul dan Kota Yogya tahun 2019 ditemukan adanya
indikasi pelanggaran di 12 titik. Terdiri 1 titik di wilayah Kota
Yogya, 9 titik di Sleman dan 2 titik di Bantul. Jumlah tersebut
ternyata meningkat pada 2020, menjadi 59 titik. Yaitu 23 titik di
Kota Yogya, 22 titik di Sleman dan 14 titik di Bantul.

Menurut Direktur Penertiban Pe-
manfaatan Ruang, Dirjen Pengendalian
dan Penertiban Tanah dan Ruang,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
(ATR)/Badan Pertanahan Nasional
(BPN), Dr Andi Renald ST MT; indikasi
pelanggaran pemanfaatan tata ruang di
Kota Yogya kebanyakan terjadi di sem-
padan sungai yang dijadikan permuld-
man. Sedangkan di Sleman ke-
banyakan penyalahgunaan lahan per-
tanian tanaman pangan untuk per-
mukiman. Adapun indikasi pelang-
garan di Bantul kebanyakan ditemukan

di sempadan sungai. “Kebanyakan titik

pelanggarannya di sempadan sungai
yang dijjadikan permukiman,” kata Andi
kepada KR, Kamis (26/11)

Dijelaskan Andi, pelanggaran peman-
faatan tata ruang tersebut harus segera
ditertibkan. Jika dibiarkan bisa
berdampak sistemik dan memunculkan
dampak turunan seperti bencana alam,
kemacetan dan lain-lain. Untuk itu pi-
haknya terus mendorong Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan kinerja
penertiban pemanfaatan tata ruang.
Salah satu upaya yang dilakukan de-
ngan melakukan penandatanganan
komitmen bersama Pemerintah Daerah
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terkait penanganan pelanggaran pe
manfaatan ruang. Selain itu pemasang-
an plang-plang penertiban peman-
faatan ruang di titik-titik strategis.

“Kami dari Kementerian Pusat da-
lam kegiatan ini (penandatanganan
komitmen dan pemasangan plang) se-
batas menjalankan fungsi pembinaan
dan pengawasan. Kita fasilitasi dan bu-
atkan model penertibannya, dengan ha-
rapan dilanjutkan oleh Pemerintah
Daerah sebagai pihak yang punya
kewenangan,” katanya.

Pelanggaran pemanfaatan tata ru-
ang, lanjut Andi ada sanksinya, mulai
sanksi administratif hingga pidana.
Pihaknya juga memiliki banyak
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
yang terus melakukan audit peman-
faatan tata ruang dan bisa melakukan
proses pro-justitia. Oleh karena itu de-
ngan adanya pemasangan plang, diha-
rapkan masyarakat menjadi patuh dan
tidak melakukan pelanggaran peman-
faatan tata ruang. (Dev)f
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